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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat 

kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar-menukar 

keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik 

dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.
1
 

Islam ditegakkan di atas lima pilar. Kelima pilar tersebut adalah 

syahadatain, shalat, puasa, zakat, dan haji. Pilar Islam yang terakhir 

menjadikan keislaman seorang Muslim menjadi lebih sempurna jika 

seseorang tersebut mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji 

adalah penyempurnaan dari rukun Islam yang kelima bagi umat 

Muslim dan merupakan kewajiban yang berlaku sepanjang hidupnya. 

Ibadah ini memerlukan syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh 

setiap orang, maka dari itu kewajiban ini hanya berlaku bagi umat 

                                                             
1
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h. 268. 
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Muslim yang mampu untuk melaksanakan.
2
 Kemampuan dan 

kesanggupan pembiayaan dapat diukur dengan tercukupinya harta atau 

uang untuk ongkos ibadah haji dan untuk keperluan keluarga yang 

ditinggalkan. 

Haji adalah rukun yang kelima setelah rukun-rukun Islam 

lainnya dan merupakan yang terakhir dalam Islam. Ibadah haji berbeda 

dengan rukun Islam lainnya, karena apabila dilihat dari satu sisi, haji 

merupakan ibadah mahdah berupa kewajiban yang dilaksanakan secara 

individual, tetapi dalam pelaksanaannya di Indonesia harus 

dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian praktek ibadah haji tidak 

hanya terikat oleh aturan-aturan fikih saja, tetapi juga terikat oleh 

peraturan perundang-undangan.
3
 Setiap Muslim yang mampu 

(istitha‟ah) diwajibkan untuk melaksanakan haji seumur hidup satu 

kali,
4
 baik yang mampu dari segi biaya, kesehatan, kemampuan 

                                                             
2
 Djamaluddin Dimjati, Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap, (Solo: 

PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 1. 
3
 Mohammad Yahdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji” (Skripsi pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) h. 1. 
4
 Suparman Usman, Hukum Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 

Cetakan II, h. 179. 
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maupun yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat 

Ali-„Imran ayat 97: 

وَللَِّوِ عَلَى  ۢ  اكَانَ ءاَمِن    ۥوَمَن دَخَلَوُ  ۢ  رََٰىِيمَ ۢ  مَّقَامُ إِب ات  بَ ي ِّنَ  ۢ  فِيوِ ءاَيََٰتُ 
وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ  ۢ  ل  هِ سَبِيۢ  تَطاَعَ إِلَ ۢ  مَنِ ٱس تِ ۢ  بَ ۢ  ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل

لَمِيَن ۢ  ٱللَّوَ غَنٌِِّ عَنِ ٱل   ٧٩عََٰ
“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 

Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah 

dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 

yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. 

Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah 
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S. Ali 

Imran: 97)
5
 

 

Adapun di dalam hadits: 

وُ عَلَيْ  حَدِيْثُ أَبِ ىُريَْ رةََ  وُ عَنْوُ قَالَ : خَطبََ نَا رَسُوْلُ اللَّٰوِ صَلَّٰى اللَّٰ وِ رَضِيَ اللَّٰ
وْاأيَ ُّهَاالنَّاسُ قَدْفَ رَضَ اللَّٰ  : سَلَّمَ فَ قَالَ وَ   : فَ قَالَ رَجُل   .وُ عَلَيْكُمُ الَْْجَّ فَحُجُّ

وُ ى اللَّٰ وِ صَلَّٰ فَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّٰ  .وِ؟ فَسَكَتَ حَتََّّ قاَلََاَ ثَلَث اأَكُلَّ عَامٍ ياَرَسُوْلَ اللَّٰ 
ذَرُوْنِ مَاتَ ركَْتُكُمْ  : ثَُُّ قاَلَ  .ْ لَوْقُ لْتُ نَ عَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطعَْتُم : عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 

لَكُمْ بِكَثْ رةَِ سُؤَالَِِمْ وَاخْتِلَفِهِمْ عَلَى أبَنْيَِائِهِمْ  اَ ىَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ فإَِذَا فإَِنََّّ
 عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْاهُ.أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُ وْا مِنْوُ مَااسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَ هَيْتُكُمْ 

                                                             
5
 A. Soenarjo DKK, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 

2005, h. 62.   
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Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, dia telah berkata: “Rasulullah 

SAW pernah berkhutbah kepada kami: “Wahai manusia, Allah SWT 

telah mewajibkan kepada kamu mengerjakan haji, maka tunaikankah 

ibadah haji.” Lalu ada seorang lelaki bertanya: “Adakah setiap tahun, 

wahai Rasulullah?” Beliau hanya diam saja, sehingga lelaki itu 

mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali. Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam pun kemudian menjawab: “Jika aku katakan: Ya, 

tentu ibadah haji akan wajib dilakukan setiap tahun, dan kamu tidak 

akan mungkin mampu melakukannya.” Lalu beliau bersabda lagi: 

“Tinggalkanlah sesuatu yang aku tidak memerintahkan kepadamu. 

Kemusnahan umat yang terdahulu di antara kamu adalah karena 

mereka banyak bertanya, dan tidak ada kesefahaman dengan Nabi 

mereka. Karena itu, apabila aku perintahkan sesuatu kepada kamu, 

maka lakukanlah sekemampuanmu. Dan apabila aku melerang 

melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah.”
6
 

Haji adalah datang ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu 

untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu yang telah 

ditentukan, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maksud dari 

tempat-tempat tertentu adalah Ka‟bah, Mas‟a (tempat sa‟i), Arafah, 

Muzdalifah, dan Mina. Sedangkan waktu haji yang telah ditentukan 

yaitu dimulai dari bulan Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan 

Dzulhijjah (disebut juga bulan-bulan haji).
7
 

Setiap tahun ada berjuta-juta umat Islam dari penjuru dunia 

yang melaksanakan ibadah haji, bahkan setiap tahunnya semakin 

                                                             
6
 Ahmad Mudjab Mahalli, Hadis-Hadis Muttafaq „Alaih, (Jakarta: Kencana, 

2004), h. 628. 
7
 M. Ali Nursidi, dkk., (ed.), Segala Hal Tentang Haji dan Umrah, (----- : 

Erlangga, 2011), h. 14. 
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bertambah dan semakin bertambah umat Islam yang ingin berangkat 

haji termasuk umat Islam di Indonesia.
8
 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 

beragama Islam terbesar di Asia Tenggara. Dengan banyaknya jumlah 

penduduk yang beragama Islam maka tak heran jika setiap tahunnya 

Indonesia mengirimkan ribuan jamaah haji ke Arab Saudi. Dan 

semakin banyaknya jamaah haji maka semakin banyak pula BPIH yang 

disetorkan ke dalam rekening Kementerian Agama melalui bank-bank 

pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. BPIH adalah 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sebelumnya dikenal dengan 

ONH (Ongkos Naik Haji). 

Penggunaan BPIH atas dana yang diperoleh dari nilai manfaat 

setoran awal BPIH, yaitu untuk membiayai belanja operasional 

penyelenggaraan ibadah haji, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. 

Dalam menggunakan anggaran BPIH, berpedoman pada peraturan 

                                                             
8
 Aqwa Naser Daulay, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia” dalam Jurnal 

Human Falah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Vol. 4, No. 1 (2017), 

http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/, diunduh pada 10 April 2018. 
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perundang-undangan Pemerintah Indonesia dan ketentuan-ketentuan 

Pemerintah Arab Saudi, yaitu Taklimatul Hajj.
9
 

Pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola 

Keuangan Haji (BPKH) yang mana sebagai badan hukum publik yang 

bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui 

menteri. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH tersebut dilakukan 

secara korporatif dan nirlaba. BPKH bertugas mengelola keuangan haji 

yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan 

pertanggungjawaban keungan haji. BPKH juga berwenang 

menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan 

prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. 

Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan 

lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.
10

 

Sekarang ini dana haji yang telah disetorkan ke dalam rekening 

Kementerian Agama disimpan pada tiga instrumen keuangan, yaitu 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), 

dan Deposito Berjangka. Instrumen tersebut dipilih karena memenuhi 

                                                             
9
 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, (Jakarta: Media Dakwah, 2016), h. 377. 

10
 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 20-24. 
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persyaratan, yaitu aman, bermanfaat, serta likuid atau mudah 

dicairkan.
11

 Deposito hampir sama dengan tabungan, perbedaannya 

terletak pada pengambilan. Deposito hanya bisa diambil sesuai dengan 

kesepakatan dua pihak. Biasanya kesepakatan ini sudah ditentukan di 

awal berdeposito. Dari sisi keamanan, deposito lebih aman 

dibandingkan dengan tabungan, karena tidak dapat diambil sewaktu-

waktu sesuai keinginan.
12

  

Dana haji dibagi menjadi 2 (dua), yaitu dana setoran awal 

(BPIH) dan dana hasil efisiensi. BPIH disetorkan ke rekening 

Kementerian Agama melalui bank syariah dan/atau bank umum 

nasional yang ditunjuk dan dikelola oleh Menteri dengan 

mempertimbangkan nilai manfaat, kemudian sebagian dana tersebut 

diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk 

negara. Selanjutnya, nilai manfaat (hasil optimalisasi) tersebut 

digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran operasional jamaah 

haji di Arab Saudi. Adapun hasil efisiensi penyelenggaraan haji masuk 

                                                             
11

 “Dana Haji disimpan di Instrumen Keuangan” http://republika.co.id/, 

diakses pada 10 April 2018, pukul 11.00 WIB. 
12

 Imas Syarifah Ahmad, “Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi” 

dalam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, http://jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/, 

diunduh pada 10 April 2018. 
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ke rekening DAU (Dana Abadi Umat) dan dimanfaatkan untuk 

pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial 

keagamaan, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.
13

 

Penempatan pemanfaatan dana umat tersebut harus sesuai dengan 

prinsip syariah dan BPKH hendaknya mengelola dengan hati-hati.  

Sudah lama dana haji dikelola oleh pemerintah, tetapi ketika 

calon jamaah haji menyetorkan dana haji tidak ada akad yang 

menyatakan bahwa dana tersebut akan dikelola atas nama pemerintah. 

Sedangkan status kepemilikan dana haji adalah milik calon jamaah haji.  

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

membahas dan mengkajinya dalam bentuk tulisan (skripsi) dengan 

judul “PENGGUNAAN DANA EFISIENSI 

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (STUDI DI 

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN)” 

 

 

 

B. Perumusan Masalah 

                                                             
13

 “Pengelolaan Dana Haji” http://m.republika.co.id/, diakses pada 24 April 

2018, pukul 11.30 WIB. 
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Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas, maka 

terdapat 3 rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji ? 

2. Bagaimana rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya 

penyelenggaraan ibadah haji ? 

3. Bagaimana pemanfaatan dana haji untuk kemaslahatan umat 

islam ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini 

mempunyai tujuan: 

1. Untuk mengetahui peningkatan kualitas penyelenggaraan 

ibadah haji. 

2. Untuk mengetahui rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya 

penyelenggaraan ibadah haji. 

3. Untuk mengetahui pemanfaatan dana haji untuk kemaslahatan 

umat islam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi khazanah pengetahuan bagi yang membacanya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Jamaah Haji 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap calon jamaah haji agar 

mereka tau tentang pengelolaan dana haji. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada pemerintah selaku yang mengelola 

dana haji. 

  

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penulis mengamati dari beberapa penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan tema penelitian ini. Dari pengamatan beberapa 

penelitian tersebut, penulis menemukan persamaan dan perbedaan 

antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini. 

1. Mohammad Yahdi (12380098) dalam skripsinya (tahun 2016) 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan 
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Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji” menjelaskan tentang 

pengelolaan dan memberikan kesimpulan bahwa, pengelolaan 

dana BPIH terdiri dari 3 unsur, yaitu penerimaan, 

pengembangan, dan pengeluaran. Biaya penyelenggaraan 

ibadah haji yang disetorkan pada bank syariah dan bank unit 

syariah, tidak bermasalah karena memang tidak mengandung 

unsur ribawi. Namun bagi yang menyetorkan melalui bank 

transito konvensional sebagai konsekuensi akibat tidak ada bank 

syariah dan bank unit syariah pada daerah tertentu, 

diperbolehkan dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan 

dipandang darurat. Selain itu, bank konvensional tersebut hanya 

bersifat sementara yang akan segera mengirimkan setoran biaya  

ibadah haji tersebut pada bank syariah di akhir pekan. 

Persamaan: sama-sama membahas tentang dana ibadah haji. 

Perbedaan: pada skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana 

biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama. 

Sedangkan penelitian saya tentang penggunaan dana efisiensi 

penyelenggaraan ibadah haji. 
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2. Arie Haura (106046101597) dalam skripsinya (tahun 2010) 

yang berjudul “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji 

Indonesia (SDHI)” memberikan kesimpulan bahwa, dana SDHI 

digunakan untuk pembiayaan secara umum (general financing), 

bukan untuk membiayai proyek (project financing). Pengelolaan 

dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia adalah untuk 

pembiayaan defisit anggaran mengingat penggunaannya adalah 

tergolong untuk pembiayaan secara umum. Bukan untuk 

membiayai proyek tertentu. Persamaan: sama-sama meneliti 

tentang penggunaan dana haji. Perbedaan: skripsi ini meneliti 

tentang Pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia. 

Sedangkan penelitian saya tentang penggunaan dana efisiensi 

penyelenggaraan ibadah haji. 

3. Rita Adesta (10625003955) dalam skripsinya (tahun 2010) yang 

berjudul “Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada 

Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru” Memberikan 

kesimpulan bahwa, pembiayaan dana talangan haji pada Bank 

Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru yang diberikan kepada 

nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yaitu pada 
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Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan 

dana talangan haji jika ditinjau dari hukum Islam adalah nyata, 

jelas, dan pasti. Jadi dana talangan haji yang diterapkan Bank 

Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan hukum 

Islam. Persamaan: sama-sama meneliti tentang dana haji. 

Perbedaan: skripsi ini meneliti tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap dana talangan haji yang diterapkan oleh Bank Syariah 

Mandiri Cabang Pekanbaru dan akad yang digunakan dalam 

melaksanakannya. Sedangkan penelitian saya tentang 

penggunaan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim 

terbanyak di dunia. Bagi setiap muslim pasti ingin menyempurnakan 

rukun Islam yang ke lima yaitu menunaikan ibadah haji. Banyaknya 

penduduk muslim di Indonesia maka banyak pula yang ingin 

menunaikan ibadah haji dan setiap tahunnya Indonesia selalu mengirim 

jamaah haji ke Tanah Suci. Karena banyaknya jamaah haji maka 
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pemerintah mengelola urusan haji tersebut, dari mulai mengelola 

keuangan haji, transportasi dan lainnya.  

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah 

haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai 

manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan 

ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan 

umat Islam.
14

  

Keuangan penyelenggaraan haji adalah semua hak dan 

kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan 

penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang 

atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji 

maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
15

 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 4 tentang 

Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa: 

 

                                                             
14

 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 1. 
15

 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 359. 
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Keuangan haji meliputi:  

a. Penerimaan;  

b. Pengeluaran; dan  

c. Kekayaan.
16

 

Dan dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa: 

Penerimaan keuangan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf a meliputi: 

a. setoran BPIH dan/atau BPIH khusus; 

b. nilai manfaat keuangan haji; 

c. dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji; 

d. DAU; dan/atau 

e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
17

 

Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari 

hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional 

penyelenggaraan haji serta sumber lain yang halal dan tak mengikat. 

Yang dimaksud sisa operasional adalah efisiensi dari BPIH, baik 

komponen direct cost maupun indirect cost setelah kegiatan 

                                                             
16

 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 4. 
17

 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 5. 
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operasional haji selesai sesuai rencana yang disepakati dalam 

pembahasan komponen BPIH dengan DPR-RI.
18

 

Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji adalah dana yang 

diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah 

haji dan ditempatkan pada kas haji.
19

  

Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji diperoleh dari sisa 

dana operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dana yang telah 

diperoleh tersebut akan dimasukkan ke rekening DAU, yang nantinya 

akan dikelola kembali untuk keperluan ibadah haji. Pengelolaan 

keuangan harus berdasarkan undang-undang.  

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 3 tentang 

Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa: 

Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan: 

a. kualitas penyelenggaraan ibadah haji; 

b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan 

c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
20

 

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan 

pengelolaan pelaksanaan ibadah haji meliputi pembinaan, pelayanan, 

                                                             
18

 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 382. 
19

 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 9. 
20

 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 3. 
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dan perlindungan jamaah haji.
21

 Keuangan haji dikelola tidak lain 

adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.  

Dana Abadi Umat dapat dipergunakan untuk kepentingan umat 

berupa: pelayanan haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial 

keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. 

Pada waktu lalu, sebelum terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hasil efisiensi biaya 

operasional penyelenggaraan haji dibukukan tersendiri, digunakan 

untuk kepentingan umat dan persiapan penyelenggaraan haji atau 

menjadi “dana cadangan”.
22

 

Dana haji boleh dimanfaatkan terutama untuk kepentingan 

jamaah haji. Beda halnya jika dana tersebut dimanfaatkan untuk 

kepentingan lain, bila tidak ada kesepakatan dengan jamaah haji maka 

dana tersebut tidak boleh untuk hal lain. 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

                                                             
21

 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 1. 
22

 Ali Rokhmad, Manajemen Haji, ..., h. 383. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu peneliti terjun langsung ke 

lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

pada Kementerian Agama Kota Cilegon. 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis-empiris. Yaitu dalam menganalisis permasalahan 

dilakukan dengan cara memadukan data primer dengan data 

sekunder. 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. 

Sumber data dalam sebuah kajian meliputi barang cetakan, teks, 

buku-buku, koran, dokumen, dan lain-lain. Sumber data dalam 

penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni: 

 

a. Sumber data primer adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Sumber 

data primer disini yaitu dari wawancara dengan Kepala 
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Kementerian Agama Provinsi Banten. Data primer 

diperoleh dengan cara mengadakan wawancara.  

b. Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh 

dari buku-buku teks dan literature lainnya mengenai dana 

efisiensi penyelenggaraan ibadah haji yang datanya masih 

relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni 

penelitian yang langsung terhadap objek yang diteliti untuk 

memperoleh data yang diperlukan. 

a. Observasi yaitu proses pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. 

b. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto atau 

karya-karya monumental dari seseorang. 

c. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan dialog, dan tanya jawab secara 

langsung dengan baik dan menggunakan serangkaian 
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pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang 

diteliti.
23

 

5. Teknik Pengelolaan Data 

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Yaitu memaparkan dan menggambarkan 

data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas, kemudian 

kesimpulannya diambil menggunakan logika induktif yaitu 

pengelolaan data dengan cara mengemukakan beberapa data 

yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat 

umum.
24

 

6. Pedoman Penulisan 

Penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah berpedoman pada: 

a. Penulisan dengan menggunakan buku pedoman penulisan 

skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah Universitas 

Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017. 

                                                             
23

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:CV 

Alfabeta, 2014), h. 2&137&145. 
24

 Muhammad Azmi Tamam, “Donor dan Implikasinya Terhadap Hukum 

Radha‟ah”, (Skripsi pada Fakultas Syari‟ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddun 

Banten, 2017), h. 18. 
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b. Penulisan ayat Al-Qur‟an dan terjemahnya di ambil dari Al-

Qur‟an dan Terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen 

Agama Republik Indonesia. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran tentang 

pembahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan 

yang terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum 

untuk memberikan pola pemikiran secara keseluruhan tentang skripsi 

ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sitematika pembahasan. 

BAB II: Pelaksanaan Ibadah Haji, yaitu membahas tentang 

pengertian, syarat, rukun dan wajib haji, rangkaian pelaksanaan ibadah 

haji, hikmah ibadah haji. 

BAB III: Prosedur Penyelenggaraan dan Penggunaan Dana 

Ibadah Haji. Dalam bab ini meliputi mekanisme pendaftaran haji, 
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teknis penyetoran dana haji, langkah-langkah persiapan pelaksanaan 

ibadah haji, penggunaan dana haji untuk pelaksanaan ibadah haji. 

BAB IV: Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Dana 

Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam bab ini penulis 

menguraikan hasil penelitian dari data yang telah diperoleh. Yaitu 

tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas 

dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, 

pemanfaatan dana haji untuk kemaslahatan umat islam. 

BAB V: Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang dapat penulis sampaikan. 

 

 


